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Pemeriksaan Pajak

adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan
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Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak

Hak Wajib Pajak : Umum

• meminta kepada pemeriksa pajak untuk 
memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa 
pajak dan SP2;

• meminta kepada pemeriksa pajak untuk 
menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan;

• meminta kepada pemeriksa pajak untuk 
memperlihatkan surat yang berisi 
perubahan tim pemeriksa pajak apabila 
susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak 
mengalami perubahan; dan

• meminta kepada pemeriksa pajak untuk 
memberikan penjelasan tentang alasan dan 
tujuan pemeriksaan;

(  pasal 8 PMK 15 tahun 2025 )

Hak Wajib Pajak : Pemeriksaan Kepatuhan
 
• melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT;
• menerima pemberitahuan tertulis beserta perubahannya 

terkait pos/data/kewajiban yang diperiksa untuk 
Pemeriksaan Terfokus;

• menerima daftar temuan hasil pemeriksaan yang 
dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 
(SPHP);

• menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada 
waktu yang telah ditentukan;

• mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan 
dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, kecuali untuk 
pemeriksaan terkait data konkret; dan

• menerima surat pemberitahuan penangguhan pemeriksaan 
atau pemberitahuan dilanjutkan pemeriksaan.

• PMK 15/2025 mengatur tahapan baru dalam proses 
pemeriksaan yaitu Pembahasan Temuan Sementara. Pada 
proses ini, wajib pajak berhak hadir dan dapat 
menunjukkan/memberikan buku, catatan, data, keterangan 
lain berkaitan dengan pemeriksaan. Wajib pajak juga berhak 
untuk mendatangkan saksi, ahli, maupun pihak ketiga saat 
proses Pembahasan Temuan Sementara. ( Namun proses ini 
dikecualikan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan tipe 
Pemeriksaan Spesifik.)

https://ortax.org/mempelajari-pembahasan-akhir-hasil-pemeriksaan-pajak
https://ortax.org/permohonan-pembahasan-quality-assurance-dalam-pemeriksaan
https://ortax.org/pahami-ketentuan-pemeriksaan-berdasarkan-data-konkret


Kewajiban Wajib Pajak
• memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, 

dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bebas wajib pajak, atau objek PBB, maupun yang 
berhubungan dengan tujuan pemeriksaan.

• memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau 
mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

• memberikan kesempatan bagi pemeriksa untuk memasuki 
dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak 
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga 
digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen 
lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk 
tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 
pekerjaan bebas wajib pajak, objek PBB, atau yang 
berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

• memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, 
yang dapat berupa:

o menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib 
pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara 
elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian 
khusus;

o memberikan hak akses atas barang bergerak dan/atau 
tidak bergerak;

o menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya 
pemeriksaan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat 
wajib pajak atau lokasi objek PBB; dan

o menyediakan tenaga pendamping dalam hal diperlukan.

• memberikan data, informasi, keterangan dan/atau 
penjelasan lisan maupun tertulis yang diminta oleh 
pemeriksa, termasuk hadir di kantor Direktorat 
Jenderal Pajak.

• dalam hal pemeriksaan dilakukan untuk pengujian 
kepatuhan, wajib pajak wajib menyampaikan 
tanggapan secara tertulis atas SPHP.

https://ortax.org/prosedur-peminjaman-dokumen-dalam-proses-pelaksanaan-pemeriksaan-2
https://ortax.org/prosedur-peminjaman-dokumen-dalam-proses-pelaksanaan-pemeriksaan-2


Kewajiban dan Wewenang Pemeriksa
( pasal 7 PMK 15 tahun 2025 )

Kewajiban Umum
a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat 

Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib 

Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak; 

c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak 
kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak 
mengalami perubahan; 

d. mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang 
dipinjamkan saat Pemeriksaan; dan 

e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala 
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib 
Pajak dalam rangka Pemeriksaan. 

Kewajiban dalam Pemeriksaan Kepatuhan
• memberikan penjelasan mengenai : alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

dan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan 
Pemeriksaan; 

• memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan 
pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang 
telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

• menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat 
Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang 
diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe 
Pemeriksaan Terfokus; 

Kewajiban dalam Pemeriksaan Kepatuhan ( lanjutan )

• menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat 
perubahan atas pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau 
kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal 
Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus; 

• melakukan Pembahasan Temuan Sementara ( kecuali pada 
pemeriksaan Spesifik); 

• menyampaikan daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan 
dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib 
Pajak; 

• memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 

• menyampaikan surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan 
kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan; dan 

• menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan 
kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan 
karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilanjutkan 
kembali.



Wewenang Pemeriksa

• melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen 
yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen 
lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak, 
atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;

• mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik yang 
berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; 

• memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, 
dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna 
kelancaran Pemeriksaan, termasuk yang digunakan untuk: 
– menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data 

Elektronik, yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan; 
– menyimpan dokumen lain; 
– menyimpan uang; dan/atau 
– menyimpan barang, 

yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, objek 
yang terutang pajak, yang berhubungan dengan tujuan 
Pemeriksaan. 

• meminta data, informasi, atau keterangan dan/atau penjelasan lisan 
dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, termasuk memanggil Wajib Pajak 
untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak; 

• meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak 
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang 
diperiksa; 

• melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta 
barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan 

• meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna 
kelancaran Pemeriksaan, dapat berupa: 
– penyediaan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib 

Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan 
peralatan dan/atau keahlian khusus; 

– pemberian hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak; 

– penyediaan ruangan khusus tempat dilakukannya 
Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat 
Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak PBB; dan/atau 

– penyediaan tenaga pendamping dalam hal diperlukan. 
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Pelaksanaan Pemeriksaan dan 
Penolakan
Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan. 

Wajib Pajak akan diberitahu mengenai pemeriksaan melalui Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

Surat Perintah

Pemeriksaan dilakukan oleh tim berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan.

Pemberitahuan

Pemeriksa wajib memberitahukan pemeriksaan melalui Surat Pemberitahuan 

Pemeriksaan.

Pertemuan

Pemeriksa memberikan penjelasan alasan dan tujuan pemeriksaan melalui 

pertemuan dengan Wajib Pajak.

Penolakan

Jika Wajib Pajak menolak pemeriksaan, dapat berakibat penetapan pajak secara 

jabatan atau usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma


Pembahasan Temuan 
Sementara

1 Penyusunan Berita Acara

Buku, catatan, data, dan hasil Pembahasan Temuan Sementara harus 

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak 

dan Wajib Pajak atau kuasanya yang hadir.

2 Penolakan Penandatanganan

Jika Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara, Pemeriksa Pajak 

akan membuat catatan penolakan tersebut pada berita acara.

3 Ketidakhadiran Wajib Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak menghadiri panggilan Pembahasan Temuan 

Sementara, Pemeriksa Pajak akan mencatat ketidakhadiran tersebut 

dalam berita acara.



Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Hasil pemeriksaan kepatuhan perpajakan harus diberitahukan 

kepada Wajib Pajak melalui SPHP yang dilampiri daftar temuan. 

Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 5 

hari kerja sejak SPHP diterima.

Jika Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, Pemeriksa Pajak 

akan membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan.



https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma

Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan

Undangan Pembahasan

Wajib Pajak berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan melalui undangan 

yang mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan.

Penyampaian Undangan

Undangan disampaikan paling lama 3 hari kerja setelah tanggapan SPHP diterima atau 

jangka waktu tanggapan berakhir.

Risalah Pembahasan

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 

Pajak dan Wajib Pajak atau kuasanya.

Berita Acara Pembahasan Akhir

Jika tidak mengajukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance, berita acara 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ikhtisar hasil pembahasan akhir dibuat 

dan ditandatangani.

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma


Prosedur Penolakan dan Ketidakhadiran dalam 
Pembahasan Akhir

Penolakan Penandatanganan

Jika Wajib Pajak menolak menandatangani risalah pembahasan, 

berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan/atau 

ikhtisar hasil pembahasan akhir, Pemeriksa Pajak akan mencatat 

penolakan tersebut dalam berita acara.

Ketidakhadiran Wajib Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan, risalah pembahasan, berita acara, dan ikhtisar hasil 

pembahasan akhir akan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.



https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma

Pembahasan dengan Tim Quality 
Assurance Pemeriksaan

Kondisi Permohonan

Permohonan dapat diajukan jika Wajib Pajak menyetujui sebagian atau tidak menyetujui 

seluruh hasil pemeriksaan, atau tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

Kehadiran Wajib Pajak

Wajib Pajak harus menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan menyatakan 

keinginan untuk mengajukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance.

Risalah Pembahasan

Risalah pembahasan harus sudah ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib 

Pajak atau kuasanya.

Perbedaan Pendapat

Harus ada perbedaan pendapat terbatas pada dasar hukum koreksi antara Wajib Pajak 

dan Pemeriksa Pajak.

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma


Penyelesaian Pemeriksaan: Laporan Hasil 
Pemeriksaan

Pemeriksaan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP). Jika pemeriksaan dihentikan, dibuat Laporan 

Hasil Pemeriksaan Sumir. LHP ini menjadi dasar penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak.

LHP dan LHP Sumir disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. 

Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan merupakan bagian tak terpisahkan dari LHP.



Penghitungan Pajak Terutang dalam Surat Ketetapan 
Pajak

100%

Persetujuan Penuh

Jika Wajib Pajak hadir dan menyetujui 

seluruh hasil pemeriksaan, pajak terutang 

dihitung sesuai Pembahasan Akhir.

50%

Persetujuan Sebagian

Jika Wajib Pajak hadir namun menyetujui 

sebagian atau tidak menyetujui seluruhnya, 

pajak terutang dihitung berdasarkan nilai 

Pemeriksa Pajak.

0%

Tidak Hadir & Tidak Tanggap

Jika Wajib Pajak tidak hadir dan tidak 

menyampaikan tanggapan, pajak terutang 

dihitung berdasarkan SPHP dan dianggap 

menyetujui.



Penangguhan dan Penghentian Pemeriksaan

Penangguhan

Pemeriksaan ditangguhkan jika ada dugaan tindak pidana 

perpajakan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan atau penyidikan. Penangguhan diberitahukan secara 

tertulis.

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjamkan akan dikembalikan 

kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dilanjutkan jika bukti permulaan 

atau penyidikan dihentikan.

Penghentian

Pemeriksaan dihentikan jika Wajib Pajak mengungkapkan 

ketidakbenaran perbuatan, penyidikan dihentikan karena 

pelunasan, atau daluwarsa.

Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan 

lanjutan dengan menguji data lain.



Ketentuan Lain-lain dan Penutup

Penilaian untuk Perpajakan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, 

penilaian dapat dilakukan untuk tujuan 

perpajakan sesuai ketentuan 

perundang-undangan.

Penyampaian Dokumen

Dokumen terkait pemeriksaan dapat 

disampaikan secara elektronik, 

langsung, atau melalui pos/jasa kurir. 

Penandatanganan dokumen dapat 

dilakukan secara elektronik atau manual.

Iktikad Baik Pemeriksa Pajak

Pemeriksa Pajak tidak dikenai sanksi jika 

pemeriksaan sesuai Standar 

Pemeriksaan, dilaksanakan dengan 

iktikad baik, dan sesuai peraturan 

perundang-undangan.







Terima Kasih
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